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PUTUSAN
Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Smd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Melintang, 08 Oktober 1997, agama
Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan
Loa Janan llir, Kota Samarinda sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 Oktober 1990,
agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2021 telah

mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 01 April
2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

pada tanggal 12 Nopember 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam
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Kutipan Akta Nikah Nomor : 0719/039/X1/2017, tanggal 13 Nopember
2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda
selama 2 tahun 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK lahir di Samarinda tanggal 08
Juni 2018, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4, Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari
pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha
mencari pekerjaan, Tergugat malah tidak menaggapin nasehat dari
Penggugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan
saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi
dan untuk mencukupinya Penggugat harus bekerja sendiri;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga
keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan
faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020, yang
akibatnya Tergugat meninggalkan tempat di rumah kediaman orangtua
Penggugat dan sejak saat itu antara Penguggat dan Tergugat tidak
pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang
sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini
ke Pengadilan Agama Samarinda.
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap
Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Dr. H. Achmad Haris, MSI Mediator Bersertifikat yang
beralamat di jalan Ir. H. Juanda Nomor 64 Samarinda, sebagaimana laporan
mediator tanggal 20 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena tidak menghadiri sidang selanjutnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:

A.
Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0719/039/X1/2017 Tanggal 13

November 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan
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Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

B.
Saksi:

1. Saksi | umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan llir, Kota Samarinda
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
merupakan Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 7 bulan di
Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Simpang Tiga Kota
Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu)
orang,saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan
Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak
harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penyebabnya karena Tergugat
kurang bertanggungjawab khususnya dalam permasalahan ekonomi
sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar ketika Penggugat dan Tergugat
sedang bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Mei tahun 2020 karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;
- Bahwa saksi bersama dengan pihak keluarga sudah pernah
memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap
ingin berpisah dengan Tergugat;
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- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
tergugat.
2. Saksi Il umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah
Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan llir, Kota Samarinda
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 7 bulan di
Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu)
orang, dan anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak
harmonis lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Penyebabnya karena Tergugat kurang
bertanggungjawab khususnya dalam permasalahan ekonomi
sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar ketika Penggugat dan Tergugat
sedang bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Mei tahun 2020 karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat, namun
Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
tergugat.
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara
maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak
berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah
dilakukan oleh Mediator Dr. H. Achmad Haris, MSIl.mediator bersertifikat yang
beralamat di jalan Ir. H. Juanda Nomor 64 Samarinda, namun tidak berhasil
sesuai laporan mediator bertanggal 20 April 2021 yang menyatakan bahwa
mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah
Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada
pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat
menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah tidak
menaggapin nasehat dari Penggugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya
bermalas-malasan saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi
tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat harus bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar jawabannya karena tidak menghadiri sidang sidang selanjutnya
kendatipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan,

maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar

karena Tergugat memiliki pekerjaan dan hanya bermalas-malasan saja,
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sehingga menyebabkan terjadinya perselishan dan pertengkaran yang
diakhiri dengan pisah tempat yang tidak dapat didamaikan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya
tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat karena tergugat malas cari
pekerjaan dan pergi meninggalkan rumah, tidak berarti dengan serta merta
gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan
Pasal 311 R.Bg., bahwa pengakuan dimuka sidang merupakan bukti yang
lengkap dan sempurna, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian,
dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum
perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan
(zaken recht) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991
tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada
adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan
timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW., karenanya
untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim
memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga
atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P) berupa kutipan akta nikah dan akta kelahiran
anaknya, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah
memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari
Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang
dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan
pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti
tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima
sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
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1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat-alat bukti yang
diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal
yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil
yang tetap, yaitu :

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum

Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat
serta keterangan saksi-saksi;
2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah

kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama
Islam yang menikah pada pada tanggal 12 Nopember 2017, terbukti dengan
bukti P, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan
Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing)
dalam perkara ini;

3.
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan
dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk bercerai
dengan Tergugat;

4.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Mei

2020, yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun,
selama itu sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak pernah lagi
melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat a quo tentang adanya
perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tidak
dibantah oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena
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alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan harus
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan
saksi dari Penggugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Dan saksi-saksi juga mengetahui
secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahnya tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwa sebelumnya
maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya
gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,
bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian
bukanlah “matri monial guilt" tetapi “broken marriage” atau “az-zawwaj al-
maksuroh” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak mencari
kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi
haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta
sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan
dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan
sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan
perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan
berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana
terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,
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antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisin dan bertengkar
bahkan telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut
terhitung Mei 2020, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya
suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah dan terus menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran yang tidak ada
harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga
yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-
Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak
dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya
Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap
dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat
sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut
dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan)
yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan
kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah
sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing
pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang
demikian ini sesuai dengan kaidah fighiyah yang termuat dalam kitab Ashbah
Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Aloall wl> e pasio sawleall s,
Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat
telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat pada petitum

angka 2 patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat” termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini, oleh majelis hakim dianggap dikesampingkan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ),
terhadap Penggugat ( Penggugat );
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp505.000,00 ( lima ratus lima ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahruddin, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.l. dan Dra. Juraidah
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
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Dra. Juraidah
Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 50.000,00
Panggilan Rp320.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp420.000,00

( empat ratus dua puluh ribu rupiah )

abrwpRE
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